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                      Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2019

BAB  II

PERENCANAAN  KINERJA
2.1.
Tujuan 
Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (key performance indicator) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:
“Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”

2.2.
Sasaran 
Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis 
ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:
· Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

· Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

· Rasio Kepemilian Kutipan Akta Kelahiran

· Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

· Tingkat Keakurasian Data dan Informasi Kependudukan

2.3.
Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, 
serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2015-2019 adalah:

“Meningkatkan penerbitan dan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”
2.4.
Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan aspek kebijakan yang telah disesuaikan dengan RENSTRA 2015-2019, maka disusunlah program sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK

c. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK

d. Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

e. Bimbingan Teknis RT dan Petugas Pelayanan Kelurahan Tentang Administrasi Pencatatan Sipil

f. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)

g. Pendataan Penduduk Rentan

h. Pendataan Penduduk Non Permanen

i. Fasilitasi Pembentukan Petugas Registrasi Adminduk Kelurahan se-Kota Pontianak

j. Digitalisasi Dokumen Pencatatam Sipil

k. Pelayanan Penerbitan KIA di Sekolah

l. Percepatan Perekaman KTP Elektronik

m. Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

n. Sinkronisasi Data Peristiwa Penting

o. Kemitraan Pembangunan Data Kependudukan Yang Akurat
2. Program Pengelolaan Data/Informasi Kependudukan

a. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan

b. Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan

c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan

a. Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway

b. Pengelolaan Media Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5. 
Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.
Perjanjian kinerja tahun 2019 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. 
Perjanjian kinerja dan RKT 2019 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak  kinerja tahunan  SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan. Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Target (%)

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.
Rasio kepemilikan Kartu


Keluarga (KK).
	97,45

	
	2.
Rasio kepemilikan Kartu


Tanda Penduduk (KTP).
	99,33

	
	3.
Rasio kepemilikan 
kutipan Akta Kelahiran.
	98,34

	
	4.
Cakupan penerbitan 
kutipan Akta Kematian.
	72,05

	
	5.
Tingkat keakurasian data


kependudukan.
	96,62


2.6.
Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2019 dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini:

A. Indikator kinerja
: Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
Target


: 97.45%.
Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 30.280.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak
· Kelompok sasaran
: Berbagai kebijakan terkait

  pelayanan  administrasi

  kependudukan dan

  pencatatan sipil

b. Pendataan Penduduk Rentan

· Jumlah anggaran
: Rp 64.475.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Penduduk Rentan di

  Kota Pontianak

c. Pelayanan Penerbitan KIA di Sekolah

· Jumlah anggaran
: Rp 69.000.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Penduduk Kota Pontianak

  berusia 0-16 tahun 

B.  Indikator Kinerja
: Rasio Kepemilikan Kartu Tanda
 Penduduk (KTP).
Target


: 99.33%

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)

· Jumlah anggaran
: Rp 1.500.165.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Berbagai Komponen Sistem

  Administrasi Kependudukan

  (SAK) Terpadu pada Dinas

  Kependudukan dan

  Pencatatan Sipil Kota

  Pontianak, baik dari bidang

  pendaftaran penduduk,

  bidang pencatatan sipil

  maupun bidang pengelolaan

  informasi dan pengelolaan

  data

b. Percepatan Perekaman KTP Elektronik

· Jumlah anggaran
: Rp 100.050.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Penduduk Wajib KTP di

  Kota Pontianak

c. Pendataan Penduduk Non Permanen
· Jumlah anggaran
: Rp 36.080.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Penduduk Non-Permanen di

  Kota Pontianak

d. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
C. Indikator kinerja
: Rasio kepemilikan Kutipan Akta
  Kelahiran
Target


: 98.34%.
Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 104.190.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Penduduk Kota Pontianak yang

  belum memiliki dokumen

  pencatatan sipil.

b. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK

· Jumlah anggaran
: Rp 97.770.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Dokumen pencatatan sipil

  yang belum terintegrasi ke

  dalam data SIAK

c. Bimbingan Teknis RT dan Petugas Pelayanan Kelurahan Tentang Administrasi Pencatatan Sipil

· Jumlah anggaran
: Rp 67.833.850,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Para perangkat RT dan

  kelurahan di Kota Pontianak

d. Digitalisasi Dokumen Pencatatam Sipil

· Jumlah anggaran
: Rp 83.210.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Dokumen-dokumen

  Pencatatan Sipil 

D. Indikator kinerja
: Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Target


: 72.05%.
Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Fasilitasi Pembentukan Petugas Registrasi Adminduk Kelurahan se-Kota Pontianak

· Jumlah anggaran
: Rp 9.970.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Petugas Perangkat Kelurahan

b. Sinkronisasi Data Peristiwa Penting

· Jumlah anggaran
: Rp 105.188.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Unit Kerja dan Instansi lain

  yang dapat mendukung

  pencatatan data peristiwa

  penting

E. Indikator kinerja
: Tingkat Keakurasian Data
  Kependudukan
Target


: 96.02%.
Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:

a. Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 22.720.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Peraturan Walikota Tentang

  Pemanfaatan Data dan

  Dokumen Kependudukan

b. Kemitraan Pembangunan Data Kependudukan Yang Akurat

· Jumlah anggaran
: Rp 73.645.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Unit Kerja dan instansi lain

  yang dapat melakukan

  kemitraan dalam

  pembangunan data

  kependudukan

c. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK

· Jumlah anggaran
: Rp 138.013.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Perangkat keras maupun
  lunak jaringan sistem

  informasi kependudukan

  Dinas Kependudukan

  dan Pencatatan Sipil

  Kota Pontianak

2. Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan

a. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 5.875.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Data ganda dan  anomali

  kependudukan data lainnya

b. Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 36.071.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Data kependudukan yang

  diolah menjadi Informasi

  kependudukan
c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan

· Jumlah anggaran
: Rp 104.100.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Perangkat keras maupun

  lunak Data  Warehouse

Kependudukan

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan

a. Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway

· Jumlah anggaran
: Rp 105.602.400,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Perangkat keras maupun

  lunak Sistem Intranet Dinas

  dan Masyarakat Penerima

  Informasi mengenai

  Administrasi Kependudukan

  Melalui SMS 

b. Pengelolaan Media Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

· Jumlah anggaran
: Rp 108.030.000,-

· Lokasi Kegiatan
: Kota Pontianak

· Kelompok sasaran
: Perangkat keras maupun lunas

website Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota

Pontianak[image: image1.png]
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